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ABSTRAK

KOMPARASI PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI BUKAN PEGAWAI
SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA PMK NOMOR 168 TAHUN
2023
(STUDI KASUS PADA PT. AB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam
mekanisme pemotongan pajak, serta dampaknya terhadap kewajiban perpajakan
perusahaan. Sebelum PMK No. 168 Tahun 2023, perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan
pegawai dibedakan menjadi tiga kondisi, yaitu penghasilan tidak berkesinambungan,
penghasilan dengan kondisi berkesinambungan dengan syarat memiliki NPWP, hanya
memperoleh satu penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21,
penghasilan dengan kondisi berkesinambungan tidak memiliki NPWP atau
memperoleh penghasilan lainnya selain dari pemotong PPh Pasal 21. Namun, setelah
berlakunya PMK No0.168 Tahun 2023, perhitungan menjadi lebih sederhana dengan
menggunakan satu rumus tunggal yaitu, Tarif Pasal 17 x 50% dikali penghasilan bruto
tanpa perhitungan kumulatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh
terutang bagi bukan pegawai setelah PMK No. 168 Tahun 2023 mengalami
peningkatan yang signifikan. PPh terutang Pasal 21 bagi bukan pegawai pada PT. AB
antara sebelum dan setelah PMK No0.168 Tahun 2023 yaitu Rp 787.000 dan Rp
1.912.500 memiliki selisih Rp 1.125.000, jadi bisa dikatakan perhitungan setelah PMK
168 No0.168 Tahun 2023 memiliki PPh terutang yang lebih besar. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan wawasan bagi PT. AB dalam mengelola kewajiban
perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan bukan pegawai.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, Bukan Pegawai



ABSTRACT

COMPARISON OF INCOME TAX ARTICLE 21 CALCULATION FOR NON-
EMPLOYEES BEFORE AND AFTER THE ENACTMENT OF PMK NUMBER
168 OF 2023
(CASE STUDY AT PT.AB)

Comparison of the calculation of Income Tax (Article 21 for non-employees
before and after the enactment of Minister of Finance Regulation (PMK) No. 168 of
2023, with a case study at PT. AB. This research aims to identify significant differences
in tax withholding mechanisms, as well as their impact on corporate tax obligations.
Before PMK no. 168 of 2023, the calculation of Income Tax Article 21 for non-
employees is divided into three conditions, namely non-continuous income, income
with continuous conditions with the condition of having a NPWP, only obtaining one
income from an employment relationship with a Income Tax Article 21 withholder,
income with continuous conditions without having a NPWP or obtain other income
apart from withholding Income Tax Article 21. However, after the enactment of PMK
No0.168 of 2023, the calculation becomes simpler by using one single formula, namely,
Article Rate 17 x 50% times gross income without cumulative calculation. The
research results show that the calculation of PPh payable for non-employees after
PMK No. 168 of 2023 has experienced a significant increase. Income Tax payable
Article 21 for non-employees at PT. AB between before and after PMK No.168 of 2023,
namely Rp. 787,000 and Rp. 1,912,500, has a difference of Rp. 1,125,000, so it can be
said that the calculation after PMK 168 No0.168 of 2023 has a greater PPh payable.
This research is expected to provide insight for PT. AB in managing tax obligations
and increasing tax compliance among non-employees.

Keywords: Income Tax, Article 21 Income Tax, Non-Employee

Xi



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR........ooiiii e i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR ... v
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN ...t v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.........cooeie e vi
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME .......cooiiiiiiee e vii
KATA PENGANTAR oottt et e nnae e viil
A B ST RAK et a e e et e e e nreeanns X
ABSTRA CT ettt e s e e e e e e et e e e nnre e e nnteeenaeeanreeeans Xi
DAFTAR IS ...l G ... 0., Xii
DAFTAR TABEL ...ttt et e e nnnree s Xiv
DAFTAR GAMBAR ...ttt sttt st ne et XV
DAFTAR LAMPIRAN ...ttt sttt XVi
BAB | PENDAHULUAN .....ooiiiit et 1
1.1 Latar BelaKang ......cccvooiiiiiice it 1
1.2 RUMUSAN MaSAIAN ........ooviiiiiiiiiicee e 4
1.3 Tujuan dan Manfaat ...........cccceieiiiii e 4
1.3.1  TUjuan Penelitian.........ccccoueiieiiiieiieie e 4
1.3.2 ManfaatPenelitial ey s romime .. ov v o st . oo, . o i .. 4
BAB 1| GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ..ottt 6
2.1 Sejarah Perusanaan...........cccccvecuiiieieeie ettt 6
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan .............cccccveveiieieeiie e 7
2.3 Kegiatan Umum Perusanan ..o 9
2.4 LOKaSI PErUSANAAN .......ccovviieiiieiiieie ettt ae e nnees 10
BAB HHI PERMASALAHAN. ...ttt e eenna e 11
3.1 Permasalanan.........c.coueoiii e 11
KT - g o - L =T USSR SRSS 11
3.2.1  Pengertian Pajak ..o 11
3.2.2  FUNQGST PAJaK ... 12
3.2.3  Pajak Penghasilan. ... 13

Xii



3.2.4  Pengertian PPh Pasal 21..........cccccveiiiiiiieie e 14

3.2.5 Subjek PPN Pasal 21.........cccccoiiiiiiiieiieieeie e 14
3.2.6 Objek Pajak PPh Pasal 21 .........ccccocviieiiiiie e 14
3.2.7 PPh Pasal 21 BuKan PEGAWAI .............ccerveiieiieiircie e 16
3.2.8 Tarif PPh Pasal 21 Bukan Pegawal ............ccccueveieienenencienesceeeee, 17
3.2.9 Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP)......cccoeiiieieniiinceeeeeeeee, 19
3.2.10 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21.............cccccooveieineee, 20
BAB IV PEMBAHASAN ...ttt enee e 22
4.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Sebelum PMK No. 168 Tahun
2023ttt ettt re e et e 22
4.1.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai dengan kondisi Tidak
BerkesinambuNQan .........covoiiie e 22

4.1.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai dengan Kondisi
Berkesinambungan, Memiliki NPWP, Hanya Memperoleh Penghasilan
dari Hubungan Kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 ........................... 23

4.1.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Dengan Kondisi
Berkesinambungan dan Memperoleh Penghasilan Lainnya Selain dari

Pemotong PPh Pasal 21..........cccoeeiiiiiiicie e 24
4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Setelah PMK No. 168 Tahun 2023
........................................................................................................................ 26

4.3 Perbandingan Metode Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Sebelum
dan Setelah PMK N0.168 Tahun 2023 ...........cccooiiiiiniieee e, 27
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN........cot ittt anns 30
5.1 Kesimpulamy. s/ oA S e e iy I A N A 30
52 Saran frAMELILELIE AAM B NUALN JICHESITRESANY JELEC L L . 31
DAFTAR PUSTAKA ..ottt ettt 32
LAMPIRAN ...ttt sttt e sttt e et se e eneebe st eneen s 33

Xiii



Tabel 3.
Tabel 3.

Tabel 3.

Tabel 3.

Tabel 3.

Tabel 4.

Tabel 4.

Tabel 4.

Tabel 4.

Tabel 4.

Tabel 4.
Tabel 4.

DAFTAR TABEL

1 Tarif PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Berdasarkan Pasal 17 UU PPh.......... 17

2 Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai Berdasarkan
UU NO. 7 Tahun 2021 ...t 18
3 Tabel Besaran PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi.............ccccoovveieiieennnn, 19
4 Keterangan Status PTKP.......oooiiiii e 19
5 Rincian Besaran PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi ............ccccooveiennnee. 20
1 Data Bukan Pegawai PT. AB 2024 ..........ccocoviiiiiiiiieiesc e, 22
2 Perhitungan PPh 21 Bagi Bukan Pegawai dengan Kondisi Tidak
BerkeSinambUNGaN ...........ccooveiiiieiiece e 23
3 Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai dengan Kondisi
Berkesinambungan dengan Memperoleh Satu Penghasilan...................... 24
4 Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai dengan Kondisi
Berkesinambungan yang Memperoleh Penghasilan dari Pemotong PPh
Pasal 21......cooocce. Beivcccivncennn ORI ..., 25
5 Total PPh Pasal 21 Bukan Pegawai PT. AB Tahun 2024 Sebelum PMK
NO. 168/2023 ..ottt ettt re e 25

6 Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Sesuai PMK No0.168/2023 .... 26
7 Hasil Perhitungan PPh 21 Sebelum Dan setelah PMK No. 168/2023...... 28

Xiv



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PT AB ...t

XV



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat 1jin Penggunaan Data.............cccceeverieerieiieie e 33
Lampiran 2: Lembar Bimbingan Laporan Tugas AKNIr ...........ccooiiiiiiiiiiiicen, 34
Lampiran 3: Dokumentasi Kegiatan Magang ..........ccocovvririeieienenc e 35
Lampiran 4. Dokumentasi Monitoring Dosen Pembimbing ke Tempat PKL ........... 35

XVi



BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu
instrumen penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Sebagai sumber
pendapatan utama bagi negara, pajak tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan dana
bagi pembiayaan program pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga berperan
penting dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi seperti distribusi pendapatan dan
stabilitas ekonomi (Setyo & Umar, 2024). Secara umum pajak dapat dibagi menjadi
beberapa jenis berdasarkan objek dan subjeknya, seperti Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PPB).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap setiap
penambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik itu yang
didapat dari dalam maupun luar negeri yang dapat menambah kekayaan wajib pajak.
Wajib pajak dapat perorangan atau suatu badan usaha. Sebagai sumber utama
pendapatan negara, PPh memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan
ekonomi, sosial, dan infrastruktur di Indonesia. Pajak ini tidak hanya mencerminkan
kewajiban perpajakan warga negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen
pendapatan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam konteks perpajakan di
Indonesia, PPh terbagi menjadi beberapa jenis, yang termasuk: PPh Pasal 21, PPh
Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 28, PPh Pasal 29 dan
PPh Pasal 4 Ayat 2. Salah satu jenis pajak yang paling sering ditemui pada perusahaan
yaitu PPh Pasal 21.
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Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan
yang diterima oleh individu, termasuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan bukan
pegawai. Bukan pegawai merupakan individu yang memperoleh penghasilan dari
pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan permintaan dari pemberi
penghasilan. Menurut PMK Nomor 168 Tahun 2023 bukan pegawai adalah orang
pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan
dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau
jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
Bukan pegawai ini akan menerima imbalan, yang artinya adalah penghasilan dengan
nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa
honorarium, komisi, fee, dan penghasilan lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja di
Indonesia pada Februari 2022 mencapai 144 juta orang, dengan setidaknya jumlah
freelancer mencapai 34 juta orang atau setara 24% dari jumlah total angkatan kerja.
Freelancer merupakan orang yang melakukan pekerjaan tanpa terikat oleh suatu
hubungan kerja sehingga masuk dalam kategori bukan pegawai. Di kalangan
freelancer tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah (Christina, 2024).
Banyak dari mereka yang tidak melaporkan atau membayar pajak, meskipun telah
menerima penghasilan yang signifikan. Banyak freelancer, atau pekerja lepas merasa
bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka. Persepsi ini dapat
mengurangi motivasi untuk membayar pajak terutama jika mereka merasa tidak
mendapatkan pelayanan yang setara dari pemerintah.

Sebelum berlakunya PMK No. 168 Tahun 2023, mekanisme perhitungan PPh
Pasal 21 bagi bukan pegawai sering kali dianggap kompleks dan membingungkan.
Banyak individu yang tidak paham mengenai cara perhitungan yang tepat, sehingga
berpotensi mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Selain
itu, ketidakpastian dalam regulasi menyebabkan berkurangnya kepatuhan di kalangan
bukan pegawai, yang berujung pada potensi kehilangan pendapatan pajak bagi negara.
Perubahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dimulai dari 1 Januari 2024.

Dengan berlakunya PMK No. 168 tahun 2023 membawa perubahan yang
signifikan dalam mekanisme perhitungan PPh Pasal 21. Regulasi baru ini bertujuan
untuk menyederhanakan proses perpajakan, meningkatkan transparansi, serta

memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Beberapa perubahan mencangkup
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penyesuain tarif pajak dan ketentuan mengenai penghasilan kena pajak, yang
diharapkan dapat mempermudah pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.

PT. AB sebagai perusahan yang melakukan pemotongan PPh 21 terhadap
penghasilan karyawan yang disebut dengan withholding system. Withholding system
adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
(bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2016). Withholding system
merupakan bentuk perpanjangan tangan fiskus melalui pihak ketiga untuk
mengumpulkan pajak dari wajib pajak. Pada dasarnya, kewajiban perpajakan menjadi
tanggung jawab masing-masing pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Kewajiban perpajakan meliputi penghitungan penghasilan selama setahun,
perhitungan pajak yang terutang, pembayaran pajak, hingga pelaporan pajak pada
akhir tahun tersebut. Kehadiran withholding system menjadikan kewajiban perpajakan
lebih mudah untuk ditunaikan, mengingat peran pihak ketiga dalam melakukan
perhitungan pajak dan langsung melakukan penarikan sejumlah pajak yang seharusnya
dilakukan sendiri oleh wajib pajak (Rakha, 2020).

Sebagai perusahaan yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap
karyawan, PT. AB perlu melakukan analisis mendalam mengenai dampak dari
perubahan peraturan ini terhadap kewajiban perpajakan mereka. Dengan
membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai sebelum dan setelah
berlakunya PMK No. 168 Tahun 2023, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
perbedaan signifikan dalam mekanisme pemotongan pajak, dampak terhadap
kewajiban perpajakan perusahan. Melalui studi ini, diharapkan PT. AB dapat
memperoleh wawasan yang lebih baik mengenai efektivitas PMK No. 168 Tahun 2023
dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan kemudahan dalam pengelolaan
kewajiban perpajakan.

PT.AB memiliki beberapa profesional yang berkontribusi pada PT. AB, tapi
tidak sebagai pegawai tetap melainkan sebagai bukan pegawai. Ini termasuk jasa
perbaikan, yoga instructor, agen iklan, Tour guide, penerjemah. Dengan adanya bukan
pegawai di PT. AB memberikan manfaat berupa keahlian khusus, fleksibilitas dalam
pengelolaan sumber daya, peningkatan inovasi, serta dukungan dalam pelayanan
pelanggan yang mendukung efisiensi operasional dan pengembangan perusahaan.
Sebelum PMK 168 Tahun 2023, pengaturan mengenai bukan pegawai di PT. AB

mungkin kurang jelas, dengan berbagai individu bekerja tanpa kontrak formal,



4

sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam hal hak dan kewajiban mereka. Setelah
PMK No.168 Tahun 2023, pengaturan bukan pegawai di PT.AB menjadi lebih

terstruktur dan sistematis. Peraturan ini menetapkan ketentuan yang jelas mengenai

hak dan kewajiban bukan pegawai, termasuk aspek-aspek seperti imbalan yang adil,

perlindungan hukum, dan prosedur kerja yang transparan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, dapat disusun rumusan

masalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai sebelum
berlakunya PMK No. 168 Tahun 2023?
Bagaimana mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai setelah
berlakunya PMK No. 168 Tahun 2023?
Bagaimana perbandingan metode perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan

pegawai sebelum dan setelah berlakunya PMK No. 168 Tahun 2023?

1.3 Tujuan dan Manfaat
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Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi

tujuan dari penelitian ini yaitu

1.

1.3.2

Untuk mengetahui mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai
sebelum berlakunya PMK No. 168 tahun 2023.
Untuk mengetahui mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai
setelah berlakunya PMK No. 168 Tahun 2023.
Untuk mengetahui perbandingan metode perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan
pegawai sebelum dan setelah berlakunya PMK No. 168 Tahun 2023.
Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:
Bagi Perusahan

Dapat digunakan sebagai bahan acuan mengenai perubahan PMK No. 168
Tahun 2023 bagi bukan pegawai yang memungkinkan perusahaan untuk
menghitung pajak secara akurat. Dalam memasuki dunia kerja, terutama di

bidang akuntansi, perpajakan, atau konsultasi.



2.

Bagi Politeknik Negeri Bali

Lembaga dapat menggunakan hasil komparasi ini sebagai studi kasus nyata
yang dapat dikaji dan dianalisis dalam berbagai mata kuliah, seperti akuntansi
perpajakan dan hukum perpajakan. Serta lembaga dapat menyiapkan materi
ajar yang relevan dengan kondisi terbaru, yang akan membantu mahasiswa
lebih siap menghadapi situasi aktual di dunia kerja.
Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk memperdalam ilmu mengenai topik yang dibahas pada
laporan tugas akhir. Serta memberikan pengalaman praktis yang berharga bagi
penulis dalam memahami aspek perpajakan, yang dapat menjadi modal penting



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:

1. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai sebelum PMK 168/2023
perhitungan bukan pegawai dibagi menjadi 3 kondisi yaitu dengan kondisi
menerima penghasilan yang tidak berkesinambungan, menerima penghasilan
yang berkesinambungan dengan syarat memiliki NPWP, memperoleh satu
penghasilan, menerima penghasilan yang berkesinambungan dengan syarat
tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya. Dari ketiga kondisi
tersebut rumus perhitungannya juga berbeda, dimana untuk kondisi penghasilan
yang tidak berkesinambungan rumusnya 17 x (50% x Penghasilan Bruto),
berkesinambungan syarat memiliki NPWP, memperoleh satu penghasilan
menggunak rumus Tarif pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)* dihitung secara
kumulatif, berkesinambungan dengan syarat tidak memiliki NPWP atau
memperoleh penghasilan lainnya rumusnya Tarif pasal 17 x (50% x Penghasilan
Bruto-PTKP)*dihitung secara kumulatif.

2. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai setelah PMK 168/2023
perhitungannya menjadi lebih sederhana dengan menggunakan tarif tunggal dan
tidak kumulatif. Tidak lagi ada perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai
yang menerima penghasilan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan.
Dengan rumus tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto).

3. Untuk Perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai sebelum dan
setelah PMK 168/2023 dilihat perbedaan yaitu pada rumus yang sebelum PMK
terdapat tiga rumus, sedangkan setelah PMK menjadi tunggal. Kemudian jika
dilihat dari hasil PPh terutang perhitungan setelah PMK lebih besar
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dibandingkan dengan sebelum PMK, sehingga memiliki selisih yang cukup

besar.

5.2 Saran
Adapun saran yang dapat diberikan kepada PT. AB adalah  melakukan
evaluasi terhadap proses perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai yang ada
saat ini. Identifikasi area yang perlu diperbaiki atau disesuaikan dengan peraturan

baru, dan memastikan bahwa semua langkah perhitungan dilakukan dengan benar.
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